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ABSTRAK 

 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar hukum 

ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun 

dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini 

belum dapat diredakan. Justru dalam kenyataannya para pelaku kejahatan semakin 

meningkat, dan para terpidana tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk 

mengulanginya lagi. Hal ini dapat diakibatkanoleh adanya faktor penjatuhan 

pidana oleh hakim yang tidak memberikan dampak atau deterrent effectterhadap 

para pelakunya. Penjatuhan pidana oleh hakim cenderung lebih mengedepankan 

pada sanksi pidana yang sekiranya setimpal dengan perbuatan pelaku. Paradigma 

ini tentu tidak sesuai dengan masalah penyalahgunaan narkotika, sebab pecandu 

narkotika tidak hanya merupakan pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai korban. 

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan 

kewenangan kepada hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika untuk 

dapat memutuskan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan.  

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ketentuan hukum tentang sanksi 

bagi pecandu narkotika serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan putusan tindak pidana pecandu narkotika(studi putusan nomor: 

643/Pid.Sus/2011/PN.Jakarta Barat).  

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum 

mengenai sanksi bagi pecandu narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika terdiri dari 2 (dua) macam sanksi, yaitu sanksi pidana dan 

sanksi tindakan (double track system). Sanksi pidana bagi pecandu narkotika 

terdiri dari pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda yang tertuang dalam 

ketentuan Pasal 116, Pasal 121, dan Pasal 127. Sedangkan, sanksi tindakan berupa 

kewajiban untuk menjalani rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun 

rehabilitasi sosial. Ketentuan mengenai rehabilitasi bagi pecandu narkotika 

tertuang dalam ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103. Mengenai pertimbangan hakim 

dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pecandu narkotika dalam Putusan 

Nomor : 643/Pid.Sus/2011/PN.Jakarta Barat, didasarkan pada ketentuan Pasal 112  

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dalam putusan ini, terdakwa dijatuhi 

pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam 

masa tahanan. Putusan hakim bertujuan untuk menjerakan terdakwa (pecandu 

narkotika) dengan sanksi pidana. 

 

 

  


